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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan suatu yang mesti

dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Ini adalah

pendapat jumhur ulama. Hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa

atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda.

Memang tidak ada satu ayat al-Qur’an pun yang eksplisit menghendaki

keberadaan wali dalam akad perkawinan, yang ada hanya ayat-ayat yang dapat

dipahami secara inplisit menghendaki adanya wali seperti dalam surat al-Baqarah

ayat 221:
























Artinya:
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik,
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walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan
Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia
supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah [2]: 221).

Tuntutan ini dikemukakan Allah kepada wali untuk tidak mengawinkan

anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. Namun di samping itu terdapat

pula ayat al-Qur’an yang memberikan pengertian perempuan itu kawin sendiri

tanpa memakai wali, sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 232:



















Artinya:
Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang
ma’ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman kepada
Allah dan hari kemudian, itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 232).

Ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa perempuan yang sudah pernah

menikah (janda) boleh memilih calon suaminya, dan wali dilarang mencegahnya.

Berdasarkan dua ayat di atas, ada dua isyarat kemungkinan pemahaman yang

berbeda tersebut di atas dalam menetapkan kemestian adanya wali dalam

pernikahan.
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Ulama mazhab Maliki telah menganggap persetujuan untuk menikahkan

anak perempuan kandungnya dengan seorang laki-laki, sebagai salah satu unsur

penting bagi sahnya perkawinan dalam Islam. Sedangkan mazhab Hanafi dan

Hanbali menganggap izin dari wali sebagai suatu syarat saja.1 Kedua mazhab ini

justru lebih menekankan pentingnya ijab dan qabul. Mazhab yang berpendapat

wajib adanya wali dalam pernikahan mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi

Saw.

اهَ احُ كَ نِ فَ لٌ اطِ بَ اهَ احُ كَ نِ فَ لٌ اطِ بَ اهَ احُ كَ نِ فَ اهَ ي ـْلِ وَ نِ ذْ إِ يرِْ غَ بِ تْ حَ كَ نَ ةٌ أَ رَ مْ اِ ايمَُّ أَ 
لٌ اطِ بَ 

Artinya :
Wanita manapun yang menikah tanpa seizing walinya, maka pernikahan itu
batal. (HR. Daruquthni).2

Dalam hadis lain:

لٌ اطِ بَ هُ احُ كَ نِ فَ ليٍِّ وَ نِ ذْ إِ يرِْ غَ بِ حَ كَ نْ أَ وْ أَ حَ كَ نَ نْ مَ فَ ليٍِّ وَ نِ ذْ إِ بِ لاَّ إِ احَ كَ نِ لاَ 

Artinya:
Tidak sah siapa yang menikah tanpa izin dari walinya.Siapa yang menikah
atau menikahkan tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. (HR.
Daruquthni).3

Demikianlah urgensi eksistensi seorang wali dan sakralitas izinnya.

Berdasarkan hadis di atas, keabsahan nikah tanpa izin wali adalah batal.

1 Abdurahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-‘Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fiqh, 1405 H/
1985 M), j. 2, hal. 112. Lihat juga Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, Bidayah al-
Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, (Kairo: Mathba’ah Mustafa, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 98-
118. Lihat juga ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni, (Beirut: Dar al-Fikr,
1419 H/ 1998 M), juz. 1, hal. 84

2 Ali ibn umar Abu Hasan al-Daruquthni al-Baghdadi, Sunan al-Daruquthni, (Beirut: Dar
al-Ma’rifah, 1386 H/ 1966 M), juz. 3, hal. 221.

3 Ibid, hal. 229.
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Sebaliknya, ayah memiliki otoritas penuh untuk menikahkan putri kandungannya

dengan laki-laki pilihannya tanpa harus meminta persetujuan putrinya tersebut.

Namun di sisi lain, sebenarnya persetujuan dari calon mempelai wanita adalah

penting demi kebahagiaannya. Sangat naif sekali rasanya apabila pernikahan

dilaksanakan dengan paksaan ayahnya, tanpa persetujuan dengan anaknya

tersebut. Persetujuan merupakan pertanda ridha, dan ridha merupakan pertanda

cinta. Ridha dan cinta adalah landasan pernikahan yang amat penting. Persetujuan

ini penting agar memasuki gerbang agar tujuan pernikahan tersebut dapat tercapai.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, dalam normatif fiqih disebutkan bahwa

ayah adalah wali mujbir yang memiliki otoritas penuh untuk menikahkan anak

perempuannya dengan siapapun yang ia kehendaki tanpa harus meminta

persetujuan anak perempuannya tersebut.

Asumsi penulis mengapa seorang ayah disandangkan prediket mujbir adalah

karena seorang ayah telah berjasa besar tiada tara dalam mengurus rumah

tangganya serta membesarkan dan mendidik anak-anaknya, lebih khusus anak

perempuannya. Ayah adalah penanggung jawab penuh terhadap anak

perempuannya dalam menikahkannya.

Selain itu, peneliti beberapa kali menemukan kasus terkait otoritas mujbir

ini. Pada tanggal 27 Mei 2013, calon suami Arif Fadly bin Muhammad Husin dan

calon istri bernama Puspita Atuniya Azhari binti Zainuri, dengan mahar

seperangakat alat shalat. Namun pasangan calon pengantin ini tidak jadi menikah

karena ayah kandung dari calon mempelai ini memiliki laki-laki pilihan lain.
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Ayah dari wanita tersebut membawa beberapa orang tokoh masyarakat ke kantor

KUA agar KUA membatalkan rencana pernikahan tersebut.

Selanjutnya, pada tanggal 15 Juni 2013, calon suami bernama Soni Sofyan

bin Sopian Sam, calon istri bernama Deri Sutra Ningsih binti Timbul Supangat.

Tidak disetujui utnuk nikah di Medan, dan akhirnya kabur ke Batam. Tapi tidak

jadi menikah juga karena orang tuanya datang ke Batam dan mencegah terjadinya

pernikahan.

Selain itu, pada tanggal 18 Oktober 2013, calon suami bernama Muhammad

Romi Saputra bin Muhammad Yusuf, dan calon Istri bernama Rosnita binti

Madram. Perempuan ini berasal dari Makasar. Sebagaimana kita ketahui bahwa

adat di Makassar, laki-laki harus memberikan hantaran yang tinggi kepada wanita

sebagai bukti keseriusan sang laki-laki. Ketika itu sang laki-laki tidak sanggup

untuk membayar hantaran tersebut (20 juta), akhirnya atas dasar permintaan ayah

si perempuan rencana pernikahan dibatalkan.

Setelah kami selediki ketiga kasus tersebut, ternyata ayah dari para calon

mempelai wanita di atas pada umumnya tidak memberikan nafkah secara baik

kepada keluarganya terutama keoada anak perempuannya, namun ketika hendak

menikah para ayah tersebut datang dan bisa mengintervensi pernikahan tersebut.

Atas dasar latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan

mengkaji ketentuan hukum tentang kedudukan wali mujbir seorang ayah yang

tidak menafkahi keluarganya, khususnya anak perempuannya. Berdasarkan

paparan di atas, penulis ingin menuangkan masalah tersebut dalam sebuah karya
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ilmiah yang kemudian dikemas dengan judul: Otoritas dan Prediket Wali

Mujbir dalam Pernikahan Bagi Ayah Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Selain kentalnya unsur budaya patriarkhi dalam budaya Arab, terutama

Arab klasik, sebagaimana yang telah dijelaskan di latar belakang masalah di

atas, bahwa alasan seorang ayah memiliki prediket mujbir (memaksa) adalah

karena jasanya yang sangat besar dalam mengurus rumah tangganya serta

membesarkan dan mendidik anak-anaknya, lebih khusus anak perempuannya.

Namun yang jadi permasalahan adalah bagaimana jika seorang ayah tersebut

tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah terhadap keluarganya,

lebih khusus kepada anak perempuannya. Apakah karena tidak tercapainya

ratio-legis tersebut berdampak kepada gugurnya ke-mujbir-an seorang ayah

tersebut terhadap putri kandungnya sendiri? Pertanyaan inilah ayang akan

dijawab dalam tesisi ini.

Identifikasi masalah yang ada dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana perdebatan ulama empat mazhab tentang keberadaan wali

dalam pernikahan

2. Apa alasan logis ayah memiliki kewenangan penuh terhadap anak

kandungnya dalam hal hak menikahkan?

3. Bagaimana kedudukan ayah yang tidak memenuhi kewajiban terhadap

anaknya dalam konteks perwalian dalam pernikahan?
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2. Pembatasan Masalah

Tentang masalah terkait dengan pernikahan, banyak sisi yang bisa kita

teliti, baik dari sisi normatif fiqih, aplikasi di lapangan, kasusistik, putusan

pengadilan, dan lain-lain. Namun agar tesis ini terarah dan dapat memberikan

hasil yang maksimal serta sesuai dengan tujuannya, maka penulis membatasi

kajian ini fokus pada jawaban atas pertanyaan apakah seorang ayah yang

tidak memenuhi kewajiban terhadap terhadap anaknya masih memiliki

otoritas penuh untuk memaksa anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang

dikehendakinya. Kemudian penulis merumuskan argumentasi-argumentasi,

baik yang bersifat normatif maupun rasional untuk melegitimasi pendapat

tersebut.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan

dilakukan dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

a. Apa yang menjadi ratio-legis (penyebab) seorang ayah memiliki

otoritas sebagai wali mujbir?

b. Bagaimana kedudukan hukum wali mujbir seorang ayah yang tidak

memenuhi kewajibannya?

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul ini, penulis

perlu memberikan penegasan terhadap istilah-istilah yang ada.
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1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “otoritas” diartikan dengan

“Kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat

yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya,” “Hak

untuk bertindak,” “Kekuasaan,” “Wewenang,” “Hak melakukan tindakan

atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain”4

2. Wali, adalah orang yang memiliki kuasa penuh untuk menjalankan suatu

akad nikah atau mengawinkan seseorang perempuan. Wali juga berhak

untuk melangsungkan sendiri sesuatu akad nikah itu ataupun

mewakilkannya kepada juru nikah. Wali nikah terbahagi kepada 2 jenis

yaitu wali nasab, wali hakim. Wali nikah menurut Kompilasi Hukum

Islam adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni

Muslim, aqil, baligh.5 Dalam istilah fikih, wali (wilayah) terbagi dua, yaitu

Wilayah ‘Ammah (umum, yaitu pimpinan pemerintahan), dan Wilayah

Khashshah (khusus), yang di antara bentuknya adalah perwalian dalam

pernikahan.6 Adapun perwalian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

perwalian dalam pernikahan.

3. Mujbir, yaitu ayah kandung dari perempuan. Hak untuk memaksa anak

perempuan untuk menikah hanya dimiliki oleh ayahnya. Sedangkan wali

4 Tim Redaksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta Balai Pustaka, 1990), hal. 898.

5 Instruksi Presiden RI, Nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
(Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
2000), hal. 20.

6 Mahmud Abdurrahman Abdul Mun’im, Mu’jam al-Mushthalahat wa al-Alfadz al-
Fiqhiyyah, (Kairo: Dar al-Fadhilah, 1401 H/ 1981 M ), j. 3, hal. 500.
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selain ayahnya tidak memiliki hak paksa. Ayah dalam hal ini disebut wali

mujbir (wali yang memaksa).7

4. Ayah, adalah orang tua dari anak laki-laki maupun perempuan. Status ayah

dari anak perempuan dalam hukum perkawinan disebut wali nikah.8

Jadi maksud judul di atas adalah kewenangan ayah kandung yang tidak

menafkahi keluarganya (khususnya anak perempuannya) dalam memaksa anak

perempuannya tersebut untuk dinikahkannya dengan siapapun yang ia (ayah)

inginkan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana yang

dijelaskan oleh fiqih.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ratio-legis seorang ayah memiliki otoritas sebagai

wali mujbir.

2. Untuk mengetahui kedudukan hukum wali mujbir seorang ayah yang

tidak memenuhi kewajibannya.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau signifikansi penelitian ini sebagai berikut:

7 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989
M), j. 6, hal. 245.

8 Instruksi Presiden RI, Nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
(Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
2000),  hal. 21.
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1. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar megister

dalam bidang hukum Islam (M. Sy).

2. Untuk memperkaya literatur khazanah pemikiran keislaman.

3. Diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai suatu model kajian

fiqih, khususnya dalam hal perwalian dalam pernikahan.

F. Landasan Teoritis

Adapun landasan teori yang dipakai sebagai landasan penelitian ini adalah

teori mengenai variable yang akan diteliti, terutama ditekankan kepada persoalan

otoritas atau kewenangan yang dimiliki oleh ayah kandung terhadap anak

perempuannya dalam konteks pernikahan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas,

keberadaan wali dalam pernikahan memang masih diperdebatkan, apakah ia

menjadi syarat atau rukun atau tidak mempengaruhi keberlangsungan dan

keabsahan pernikahan sama sekali. Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa

wali bukanlah salah satu rukun nikah.9 Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa

nikah tidak sah tanpa adanya wali. Mereka berpendapat bahwa apabila seorang

wanita menikahkan dirinya sendiri, maka hukumnya tidak sah.10 Mereka

mendasarkan pendapat mereka pada hadis-hadis Nabi, seperti:

9 Muhammad Jawwad Mughniyyah, Al-Fiqh 'ala al-madzahib al-khamsah, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1405 H/ 1985 M), j. 3, hal. 227.

10 Abu Zakaria Muhyiddin ibn Syarf al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, (Beirut:
Dar al-Fikr, 1418 H/ 1997 M), juz. 3, hal, 308.
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11.لىٍِّ وَ بِ لاَّ اِ احَ كَ نِ لاَ 

Artinya:
Tidak ada pernikahan melainkan dengan seorang wali. (H.R. Al-
Tirmidzi).

12.اهَ سَ فْ ن ـَةُ أَ رْ مَ الْ جُ وَّ زَ ت ـَلاَ وَ ةَ أَ رْ مَ الْ ةُ أَ رْ مَ الْ جُ وَّ زَ ت ـَلاَ 

Artinya:
Wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh pula
menikahkan dirinya sendiri. (H.R. Ibnu Majah).

ـَـأَ  اهَــاحُ كَ نِ فَ لٌ اطِــبَ اهَــاحُ كَ نِ فَ لٌ اطِــبَ اهَــاحُ كَ نِ فَ اهَــي ـْلِ وَ نِ ذْ اِ يرِْ غِــبِ تْ حَــكَ نَ ةٌ أَ رَ مْــاِ ايمُّ
ـَــــلَ خَــــدَ نْ اِ فــَـــلٌ اطِــــبَ  اوْ رُّ جَ تَ اشْـــــنَّ اِ فـَـــاهَـــــجِ رْ ف ـَنْ مِــــلَّ حَ تَ اسْـــــابمِـَـــرُ هْـــــمَ الْ اهَــــلَ ف ـَاِ
13.هُ لَ لىِ وَ نْ مَ لِ لىٌِّ وَ انُ طَ لْ السُّ فَ 

Artinya:
Wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya
batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Apabila telah terjadi hubungan
suami isteri, maka laki-laki itu wajib membayar mahar atas sikapnya
yang telah menghalalkan kehormatan wanita tersebut. Apabila seorang
wali enggan menikahkan seorang wanita, maka pihak penguasa
(hakim) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.
(H R. Abu Daud).

Di samping eksistensi wali sebagai salah satu rukun nikah dipertentangkan

oleh para fuqaha’, syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk sah menjadi

wali pun juga dipertentangkan oleh para ahli fikih. Di antara syarat yang

dipertentangkan oleh para fuqaha’ tersebut adalah keadilan yang dimiliki wali.

11 Abu Isa Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, al-Jami’ al-Shahih Sunan al-Tirmidzi, (Beirut:
Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1401 H/ 1981 M), j. 4, hal. 226.

12 Ibn Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut : Dar al-Ma’rifah, 1416 H/ 1996 M), j. 1, hal. 606.

13 Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar Ibn
Hazm, 1417 M/ 1997 H), j. 2, hal. 391-392.
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Ulama mazhab Hanafi, pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki, satu

pendapat dalam mazhab Syafi’i serta satu riwayat dari mazhab Hanbali

mengatakan bahwa adil bukanlah satu satu syarat wali. Sementara satu pendapat

dalam mazhab Syafi’i, begitu juga satu pendapat dalam mazhab Hanbali serta

pendapat yang kurang masyhur di dalam mazhab Maliki mengatakan bahwa adil

merupakan salah satu syarat wali.14 Dengan demikian, menurut golongan ini,

orang yang fasiq15 tidak sah menjadi wali.16

Setelah dikemukakan beberapa teori tentang wali dan persyaratannya, maka

maksud judul di atas adalah kewenangan ayah kandung yang tidak menafkahi

keluarganya (khususnya anak perempuannya) dalam memaksa anak

perempuannya tersebut untuk dinikahkannya dengan siapapun yang ia (ayah)

inginkan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana yang

dijelaskan oleh fiqih. Walaupun dewasa ini prediket mujbir bagi seorang ayah

kandung terkesan tidak efektif lagi, tapi peneliti tidak dalam kafasitas untuk

meneliti relevansi antara konsep mujbir tersebut dengan konteks kekinian,

melainkan hanya meneliti apakah ayah yang tidak memenuhi kewajibannya

terhadap anaknya masih menyandang prediket wali mujbir atau tidak.

14 Tim Penyusun, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan
Agama Islam, 1403 H/ 1983 M),  j. 41, hal. 254.

15 Fasiq (Fisq) didefenisikan dengan keluar dari ketaatan. Ibn Taimiyah mengatakan bahwa
kefasiqan tersebut kadang-kadang dilakukan dalam bentuk meninggalkan sesuatu yang
difardhukan, dan kadang-kadang dilakukan dengan cara melakukan dosa besar. Di antara bentuk
kefasiqan adalah minum khamar dan berzina. Lihat Ahmad Ibnu Taimiyah, Majmu’ah  al-Fatawa,
(Beirut: Dar al-Wafa,1401 H/ 1981 M), j. 7, hal. 637.

16 Tim Penyusun, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan
Agama Islam, 1983),  ju. 32, h. 141.
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G. Tinjauan Pustaka Terdahulu

Sepanjang penelusuran penulis terhadap penelitian yang pernah dilakukan di

Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau, penulis hanya menemukan satu

penelitian yang berkaitan dengan permasalahan wali dalam konteks pernikahan,

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman dengan judul Persetujuan

Pernikahan bagi Gadis Dewasa yang Memiliki Orang Tua Laki-laki Menurut

Pemikiran Ibnu Rusyd, tesis konsentrasi fiqih Program Pascasarjana Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2011. Dalam tesis ini penulis

mengelaborasi pendapat Ibnu Rusyd tentang perlu atau tidaknya persetujuan

seorang gadis (perawan) dewasa apabila ayahnya ingin menikahkannya.

Kesimpulan penulis adalah, walaupun Ibnu Rusyd pengikut mazhab Maliki, tapi

pendapatnya tentang masalah di atas berbeda dengan pendapat mayoritas ulama

dalam kalangan mazhab Maliki. Ibnu Rusyd dalam hal ini sependapat dengan Abu

Hanifah, al-Auza’i, dan Abu Tsaur yang mengatakan bahwa dalam pernikahan

seorang gadis dewasa yang memiliki orang tua laki-laki harus dimintai izin

kepada gadis dewasa tersebut.17

H. Metodelogi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang

terimplementasi pada buku-buku turats. Selain itu penulis juga menggunakan

pendekatan interpretasi, yakni menyelami karya-karya ulama-ulama terdahulu

17 Lihat Sulaiman, “Persetujuan Pernikahan bagi Gadis Dewasa yang Memiliki Orang Tua
Laki-laki Menurut Pemikiran Ibnu Rusyd”, tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim
Riau, 2004, hal. 182.
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guna menangkap nuansa makna dan pengertian yang dimaksud sehingga

tercapai suatu pemahaman yang benar,18 dengan menggunakan pola induktif-

deduktif sebagai metode analisis data.19

Jenis penelitian yang akan digunakan murni bersifat kepustakaan (library

research),20 yang menggunakan sumber-sumber kepustakaan untuk membahas

masalah-masalah yang telah dirumuskan. Metode ini dimulai dengan

mengumpulkan data primer untuk digunakan sebagai landasan dari penelitian

ini yang kemudian dengan menggunakan data-data lain yang bersumber dari

data sekunder yang berkaitan dengan tema penulisan ini, karena berdasarkan

bidang kajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat

normatif.

Data-data yang dihimpun terdiri atas bahan-bahan tertulis yang telah

dipublikasikan dalam bentuk buku, majalah, hasil penelitian, dan internet,

yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.

18 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal.
42.

19 Logika atau penalaran secara umum dibagi dua macam, yaitu deduktif dan induktif.
Deduktif adalah menggunakan statemen atau asumsi yang bersifat umum untuk ditarik pada kasus
yang bersifat khusus. Sedangkan induktif adalah menarik kesimpulan yang bersifat umum dari
kasus yang bersifat khusus. Lihat Bergan Evans dan Cornelia Evans, A Dictionary of
Contemporary American Usege, (New York: Randon House, 1957), hal. 242.

20 Penelitian kepustakaan (library research) adalah serangkaian kegiatan penelitian yang
berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah
bahan penelitian. Lihat Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rake Sarasin,
1998), hal. 51. Lihat juga Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 2004), hal. 3.
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2. Jenis Data

Guna menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka

penulis akan mempergunakan teknik pengumpulan data penelitian

dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk

mengumpulkan data berupa pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep, yang

dalam hal ini bersumber dari sumber primer dan sekunder yang terkait dengan

masalah yang dibahas.

Penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yang

hasilnya akan disajikan dalam bentuk kualitatif.21 Oleh karena itu, penelitian

ini bersifat kualitatif yang menekankan pada penggalian nilai yang terkandung

pada ketentuan normatif fiqih tentang masalah yang dibahas tersebut.

3. Sumber Data

Secara umum ada dua sumber data yang digunakan, yaitu primer22 dan

sekunder23:

21 Sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dari Bogdan dan Taylor- kualitatif
yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian
Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 3. Adapun penggunaan metode
kualitatif dalam penelitian ini didasari atas pertimbangan sebagai berikut: [1] Pemahaman dan
pengalaman atas nilai-nilai agama sulit diukur secara kuantitatif. [2] Data yang dikumpulkan
sebagian besar berupa kata-kata yang tertulis yang berhubugan dengan pemahaman serta
pengamalan nilai-nilai agama. [3] Metode ini dapat digunakan untuk memahami pelbagai keadaan,
pemahaman, dan sifat individu secara holistik. [4] Metode kualitatif memungkinkan untuk
memahami tokoh secara personal dan memandang dia sebagaimana dia sendiri mengungkapkan
pandangannya serta memungkinkan menangkap pengalamannya dalam kehidupan dalam
lingkungannya. [5] Metode ini memungkinkan penulis melakukan verifikasi dan eksplanasi secara
mendalam serta mencatatnya ketika menemukan masalah baru dari obyek penelitian yang secara
teoritik dinilai menyimpang dari apa yang seharusnya.

22 Data primer adalah data yang langsung dari subjek penelitian. Lihat Saifuddin Azwar,
Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91. Lihat juga Rianto Adi, Metode
Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 57.

23 Data sekunder adalah data yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat
dipergunakan untuk membantu menganalisis dan memahami data primer. Lihat Saifuddin Azwar,
Metode Penelitian, hal. 92. Lihat juga Rianto, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, hal. 57.
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1. Data primer, yaitu buku-buku yang fiqih yangtulis oleh ulama fiqih, baik

oleh ulama klasik maupun ulama kontemporer, seperti; Fiqh al-Islami wa

Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili, Bida>yah al-Mujtahid wa

Niha>yah al-Muqtashid karya Ibnu Rusyd, A’lam al-Muwaqqi‘in ‘an

Rabb al-‘Alamin karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Kifayah al-Akhya>r

karya Abu Bakar Syatha, dan lain-lain.

2. Data sekunder, yaitu buku-buku yang memiliki korelasi dan relevansi

dengan judul penelitian. Penulis juga memperkaya dengan pelbagai

tulisan ilmiah, laporan-laporan  jurnalistik  (media  massa).

4. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini bersifat penelitian pustaka, maka metode yang

dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan jalan

menggali kitab-kitab atau referensi yang ada kaitannya dengan masalah yang

diteliti, baik yang berbentuk buku, artikel maupun dalam bentuk pemberitaan

di media massa. Pengumpulkan data dalam penelitian ini melalui beberapa

tahap, yaitu; Pertama, studi kepustakaan atau observasi literatur metode ini

dipergunakan untuk meneliti literatur atau tulisan-tulisan yang ada

hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kedua, literatur-

literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan

penelitian. Ketiga, setelah itu dilakukan penela'ahan yakni dengan cara

membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan

masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya teknik
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pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian

secara alamiah.24

I. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis25 normatif sosiologis. Data

dideskripsikan berupa pernyataan verbal. Analisis data deskriptif ini dimaksudkan

untuk menjelaskan kembali konsep-konsep yang telah disusun oleh ulama klasik

terkait dengan ketentuan kedudukan seorang ayah sebagai wali mujbir yang tidak

memenuhi kewajiban terhadap anaknya tersebut.

Data primer dan sekunder yang terkumpul diklasifikasi dan dianalisis sesuai

dengan sub bahasan masing-masing dan dibahas dengan memberikan penafsiran

dan komentar terhadap gagasan yang diteliti.

J. Teknik Penulisan

Penulisan tesis ini mengacu pada Buku Panduan Penulisan Tesis dan

Disertasi Program Pascasarjana yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2012 dan Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan RI, tahun 1999. Adapun untuk transliterasi Bahasa Arab ke Bahasa

Indonesia berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Agama dan Pendidikan

24 Mastuhu, dkk, Manajemen Penelitian Agama: Perspektif  Teoritis Dan Praktis, (Jakarta:
Badan Litbang Agama, 2000), hal. 86.

25Analisis data merupakan merupakan proses penyusunan, pengategorian data, dan
pencarian pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya. Lihat Lihat Lexy J.
Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hal. 5.
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dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor

0543/U11987.26

K. Sistematika Penulisan

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya membahas latar

belakang, identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah. Selain itu juga

memuat penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teoritis,

penelitian pustaka terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika

penulisan. Bab pertama ini merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja

yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab kedua, pernikahan dan seluk beluknya, yang mencakup dasar anjuran

untuk melakukan pernikahan, dan hikmah pernikahan. Adapun guna bab ini

adalah sebagai kalaedoskop hal-hal yang terkait dengan pernikahan. Selain itu

konsep perwalian dalam pernikahan perspektif mazhab yang empat, yaitu mazhab

Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Bab ini berguna untuk mengetahui

pandanga-pandangan ulama terkait ketentuan normatif bagi seorang wali dalam

pernikahan.

Bab ketiga, konsep wali dalam pernikahan, Bab ini berguna untuk

mengetahui alasan logis (ratio-legis) ke-mujbir-an seorang ayah sebaai wali anak

perempuannya dalam pernikahan

Bab keempat, kedudukan wali mujbir seorang ayah yang tidak memenuhi

kewajibannya, yang mencakup ratio-legis ke-mujbir-an seorang ayah sebagai wali

26 Lihat Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana, (Pekanbaru:
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), hal. 31.
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nikah, dan ketentuan hukum ke-mujbir-an seorang ayah terhadap anak yang tidak

dinafkahinya. Guna bab ini adalah mengelaborasi alasan logis ke-mujbir-an

seorang ayah terhadap anak perempuannya, kemudian dalam bab ini juga akan

ditegskan ketetapan hukum bagi seorang ayah yang tidak memenuhi kewajiban

terhadap keluarganya, khususnya aanak perempuannya, apakah gugur status wali

mujbir-nya atau tidak.

Bab kelima, penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan

disimpulkan temuan-temuan dari penelitian tentang judul tesis ini yang akan

dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat. Selanjutnya akan dilengkapi

dengan rekomendasi.


